BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM MATIANDAYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

BUPATI POSO,

- . bahwaPeraturan Daernh Nomer 8 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tatn Kerjn Rumah Sakit Umum
Matandaya bertentangan dengan Pasal 35 ayat (4) dan
Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daecrah karena tidak
mencantumkan eselon jabatan dan tidak melalui
fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur;

b.bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimeksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Matiandaya;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkal Daerah (Lembaran Negarn Republik
Indonesin Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);
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DEWAN PERWﬁK]ng&n Persetujuarn Bersama

LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN ;

Menctapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENCABUTAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
MATIANDAYA.

Pasal 1

Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Owisssi
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Matianday2a dicabu
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad tanggal
(ﬁundﬂngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcﬁntt:;hﬂi;z
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempa
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tinggal 18 Maret 2016
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"\ DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU
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Diundangkan di Poso

' tanggal 21 Maret 2016

TR
oARIS DAERAH KABUPATEN POSO

itk

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 10, 05/2016
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM MATIANDAYA

1. UMUM

_ Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah
dibantu oleh perangkat dacrah yang terdiri dari unsure stal yang
membantu  penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam
sckretariat, unsure pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat,
unsure  perencana  yang diwadahi  dalam bentuk  badan,
“113urpendu}mngmgﬂskcpaladaerahdalampenyusunandanpclaksanaanl-ge
bijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis
daerah, serta unsure pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam
dinas dacrah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu
organisasi adalah adanya urusan pemerintahan = yang menjadi
kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan,
namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan
harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Beberapa perangkat daerah yaitu yang menangani fungsi
pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas
dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan

Pembinaan dan pengendalian organisasi dimaksudkan dalam rangka
penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar
daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah
taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat
daerah. Dalam ketentuan ini pemerintah dapat membatalkan peraturan

daerah tentang perangkat daerah yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dengan konsekuensi pembatalan hak-hak

keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratife lainnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi
perangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui
asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan,
serta kerjasama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai
secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016
NOMOR 6311 -
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